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LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
 

No. 64, 2003 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4295) 
 

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 29 TAHUN 2003 
TENTANG 

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN BUTON 
DARI WILAYAH KOTA BAU-BAU KE PASARWAJO 

DI WILAYAH KABUPATEN BUTON 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan 

serta pembangunan di Daerah, maka pusat pemerintahan Kabupaten Buton yang berkedudukan 
di wilayah Kota Bau-Bau dipandang perlu untuk dipindahkan ke lokasi di wilayah Kabupaten 
Buton; 

b. bahwa Pasarwajo di wilayah Kecamatan Pasarwajo berdasarkan hasil kajian Pemerintah 
Kabupaten Buton maupun kajian oleh Pemerintah Pusat dinyatakan layak untuk ditetapkan 
sebagai Ibukota Kabupaten Buton; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah, maka pemindahan Ibukota Kabupaten Buton dari Wilayah Kota Bau-Bau 
ke Pasarwajo di wilayah Kabupaten Buton perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

 
Mengingat:     1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1822); 

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah 
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP 
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara_Tengah dan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Selatan_Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 
Nomor 7) menjadi Undang-undang; 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3848); 

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-bau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan:   PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN BUTON DARI 

WILAYAH KOTA BAU-BAU KE PASARWAJO DI WILAYAH KABUPATEN BUTON. 
 

Pasal 1 
(1) Ibukota Kabupaten Buton dipindahkan tempat kedudukannya dari Kota Bau-Bau ke Pasarwajo di Wilayah 

Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. 
(2) Ibukota Kabupaten Buton merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Buton. 
(3) Pasarwajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kelurahan Wasaga; 
b. Kelurahan Saragi; 
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